BABV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan mengenai

dampak peredaran rokok ilegal terhadap pemasukan pendapatan Kota
Padang perspektif siyasah maliyah yang telah penulis sampaikan dalam
pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Peredaran rokok ilegal di Kota Padang berlangsung secara terbuka
dan masif, sehingga masih banyak di temukan di warung-warung kecil
dan toko grosir bahkan supermarket yang sering kali tanpa pita cukai
ataupun menggunakan pita cukai palsu maupuan pita cukai bekas. Hal
ini di sebabkan karena kurangnya pengawasan dari pihak yang
berwajib menanganinya salah satunya itu pihak bea cukai atas
peredaran rokok ilegal yang terjadi di Kota Padang.

2. Dampak peredaran rokok ilegal terhadap pemasukan pendapatan
anggaran kota Padang, terdapat tiga hasil yang ditemukan yakni,
berkurangnya penerimaan - pajak daerah, Tingkat Kriminalitas
meningkat dan kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang
rokok ilegal.

3. Tinjauan siyasah maliyah terhadap dampak peredaran rokok ilegal
terhadap pemasukan pendapatan anggaran Kota Padang yang pada
dasarnya masih belum mencerminkan prinsip-prinsip siyasah maliyah
yang seharusnya diterapkan dalam rangka mencapai kesejahteraan
masyarakat. Meskipun pada dasarnya cukai tidak termasuk ke dalam
sumber pendapatan tersebut seperti dalam sumber pendapatan Islam,
namun secara praktis sumber pendapatan negara dalam Islam dan

sumber pendapatan APBN khususnya sektor cukai terdapat
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perbedaan, tetapi jika dicermati lebih lanjut tujuan diterapkannya
pajak oleh pemerintah Indonesia terhadap objek-objek kena cukai
memiliki kesamaan dengan tujuan pemerintahan dalam hukum Islam,

yaitu untuk mencapai tujuan syara’ atau maqashid al-syari’ah.

5.2 Saran
Setelah Penulis melakukan penelitian mengenai dampak peredaran

rokok ilegal terhadap pemasukan pendapatan anggaran Kota Padang
perspektif siyasah maliyah, penulis memberikan saran atau masukan sebagai

berikut:

Pemerintah kota Padang perlu memperkuat upaya penegakan hukum
terhadap peredaran rokok ilegal. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan
kerjasama antara pemerintah kota, kepolisian, dan bea cukai. Operasi
gabungan dan razia rutin harus diintensifkan untuk mengurangi peredaran
rokok ilegal. Selain itu, peningkatan sanksi bagi pelaku, termasuk denda yang
lebih besar dan hukuman yang lebih berat, perlu dipertimbangkan melalui
revisi peraturan daerah yang relevan. Selain itu mengoptimalisasikan sistem
pengawasan menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah Kota
Padang sebaiknya mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif
dengan memanfaatkan teknologi modern. Penggunaan sistem pelacakan
digital untuk memantau distribusi rokok legal dan mempermudah
identifikasi produk ilegal dapat menjadi solusi yang efektif. Sistem ini juga
dapat membantu dalam mengumpulkan data yang akurat tentang pola
peredaran rokok ilegal, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk

merancang strategi penanganan yang lebih tepat sasaran.

Pemerintah juga perlu melaksanakan edukasi yang masif untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok ilegal, baik dari
segi kesehatan maupun dampaknya terhadap ekonomi kota. Kampanye ini
dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media massa, media

sosial, dan program penyuluhan di tingkat komunitas. Tujuannya adalah



untuk membentuk opini publik yang kuat terhadap pentingnya membeli
produk rokok legal. Dan juga pemberian insentif kepada pedagang yang
menjual rokok legal dapat menjadi strategi yang efektif. Hal ini dapat menjadi
pertimbangkan oleh pemerintah Kota Padang dengan pemberian insentif
seperti pengurangan pajak atau kemudahan dalam perizinan usaha bagi
pedagang yang konsisten menjual rokok legal. Hal ini tidak hanya akan
mendorong lebih banyak pedagang untuk menghindari penjualan rokok
ilegal, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan kota dari sektor

perdagangan legal.
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